PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SKTU PINTU
(DPMPTSP)

/" Kawasan Pusat Pamerintahan Provinsi Bantan (KP3B) Telp, (0254) 8480010 Fax. {0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

NOMOR : 570/ 231 -OPS.Dindik/DPMPTSP/X/2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENCAH
KEJURUAN PUTRA PERTIWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU. PROVINSI BANTEN,

Menimbang :a bahwa dalam rangka mencerﬂaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang
pendidikan, cehinggn dapatmendptakan peserta didik
yang pintar dan cerdas;

b bahwa berdasarkan sural rekomendasi dari Kepala
Dinas Pendidikan dan Kehudayaan Provinsi Banten,

mal:a ‘perlu diberikan lzin Opatas}bnal Sekolah;

c. hahwa berdasaﬂcan pertinib: gan achagaimana
dimaksud dalam haruf a dan huraf b, perlu

mmet&glan Keputusan l\epala ‘Dinas Penanaman
Modal dﬁh Pelavm&! i batu Pintu Provinsi

ar %pm Wﬂal Sckolah

Mengingar 1 1. Uudang Undang !lomnr 23 'r/ahﬁh 2000 tentang
' Pembentukan Provinsi ,mm (Icmfiamn Negara
Republik “Indonesia. “Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan I.embaran,N'egara* Republik Indonesia
NdmméOl@)'

2, Undaﬂg-undang ,Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan -~ Nasional (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 58,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);




4. Peraturan Femerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  penyelenggaraan  pendidikan
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20135
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik

Mﬂmrsm_),._

) un 2014 tentang
m m TERT

Lcmbaran- Negara Rep blik lnd?nema Tahun 2014

n dan Kebudayaan Nomor
3 : Pendirian,

, X s Proving: : ’*Moinor 7 Tehun
Y al N giles T 2012 Nomer 7,
o gy "Dageat) Pragingi Banten 43);

1(5':~~ AN pearah.Rrovinsi Carttenn Nomor 8 Tehun

G %N - : tan Susunan Perangkat

#mbaran Daerah Provinsi

Banten Tahun-?O'IS Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan OGubernur Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provingi Banten Nomor 7 Tahun 2011 (entang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);



12, Peraturun Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015
tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasl Bag
Pelaku Ussha yang Melakukan Usaha dan/atau
Pekerjaan di Provins: Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2015 Nomor 805

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten |(Berita Dacrah Provingi Banlen Tabun
2016 Nomor 83);

14, Keputusan Gubernur Banten Nomor 3570/Kep.35-
Huk/2017 tentang Pendelegasian  Kewenangur
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Provinai Banten.

Memperhatikan : 1. Surat  Kepala SMK Putra Pertiwi  Nomor
as tanggal 14 Juni 2017 perifil
sional Pendirian Sekolah:

2.;&.3 | Bendion
‘Tanggal 20:8ep
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r Lay
7. Nomor 421/6171-Dindikbud /2017
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¢ Bl ahe flir Pamulang

g Setatan
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KEDUA : Pemegafig fpfneripa jginfedbagaitnana dimaksud dulam

kurikulum yang berlaku:

2, mengirimkan laporan sccara berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukarn;

3. mengajukan  permohonan  perpanjangan  ifin
selambat-lambatnya 30 ({tiga pulub) han sebelum
masa berlakunva berakhir,

4. mentaali  kelentuan  peraturan perundang-
undangan.
KETIGA ; Pemberian izin sebagalmana dimaksud dalam diktum
KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyclenggarakan kegiatan belajar
mengsjar;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan digampaikan kebng‘i’th T A

2. Tidak mampu melanjutkan  kegiatan  belajar
mengajar dengan mengajukan permohonan secara
tertulis;

3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Banten, sckolah yang bersangkutan sudah tidak

layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar,

4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Jzin scbagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
persetujuan Gubernur Banten.

- Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU selama 3 (tga} tabun.

: Nmblnaaan. pengendalian dan pengawasan terhadap

mwmm o g s

Polwk dan Funesi

1, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan chublik Indonesia;

2. Gubernur Banten;

3. Wakil Gubernur Banten;

4. Bupati Lebak;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
G. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak,



